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BUPATISANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 11 TAHUN 201eé

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menga jukan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD} kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ( DPRD } untuk memperoleh

persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah ( APBD ) yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah

Dacrah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran



Mengingat

gl

2.

yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal bulan November
Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daecrah Tingkat 11 i Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) schagai Undang-Undang (lL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotistme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘ahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

10.

L.

2.

13.

14,

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomwor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) scbagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah {Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



16.

(7

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacraah serta Jumlah Kuniulatif
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

s

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah bheberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l.Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



ot

22.

23.

24.

25.

26.
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28.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614};

Peraturan Pemerintahh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daecrah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada Masyarakal (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partal Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
5



29,

30.

31,

33.

34.

20.

schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20 10 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemcrintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal
21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belan ja Daecrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 517 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2 011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 1ibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T'ahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Pemermtah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
6
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Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabhun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 253);

Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah,
schagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pencrapan Standar Akuntansi Pemerintal
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07 /2015 1entang Pcta Kapasitas Fiskal Dacrab;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.0Q7/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;
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47.

48.

49.

50.
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54.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoter dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupalen Sanggau;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Dacrah Kabupaten Sanggau scbagaimana diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten SBanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah schagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Dacral Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
diubah dengan Pcraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daeraly Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;



Menetapkan

66. Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017 schagai berikut

I8
2,

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan :

Pencrimaan

Pengeluaran

Rp.1.498.377.909.038,00
Rp.1.617.377.909.038,00

Defisit Rp. 119.000.000.000,00

Rp. 130.000.000.000,00
Rp. 11.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 119.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

4]



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Ash Daerah sejumlah Rp. 87.825.812.615,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.226.004.712.196,00
e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 184.547.384.227,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah secjumlah Rp. 26.355.724.000,00
b. Retribusi Dacrah scjumlah Rp. 95.904.636.161,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan sejumlah Rp.  5.859.728.692,00
cl. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah scjumlah Rp. 49.705.723.762,00

(3) Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis pendapatai

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 63.650.991.000,00
b. Dana Alokasi Umum scjumlah Rp.861.857.229.196,00
¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.300.496.492.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
h. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 46.005.347.227,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00



e. Bant.Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya sejumlah  Rp. 1.000.000.000,00
f. Pendapatan Lainnya Rp. 137.542.037.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung se jumlah Rp. 872.294.852.473,00

b. Belamja Langsung sejumlah Rp. 745.083.056.565,00

(2) Belanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawail scjumlah Rp. 605.932.260.006,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
¢. Belanja Subsidi se jumlah Rp. 0,00
d. Belanja 1llibah sejumlah Rp. 36.103.948.992 00
¢. Belanja Bantuan Sosial se jumlah Rp. 1.488.101.550,00
. Belanja Bagi Hasil se jumlah Rp. 4.076.287.754,00
#. Belanja Bantuan Keuangan se jumlah Rp. 223.694.254.171,00
h. Belanja Tidak Terduga scjumlah Rp.  1.000.000.000,00

(3} Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai se jumlah Rp. 77.974.077.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa scjumlah Rp. 323.484.708.497,00



c. Belanja Modal sejumlah Rp. 343.624.271.068,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumiah Rp. 130.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurufl a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa L.ebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPPA) scjumlah Rp. 130.000.000.000,00
. Pencairan Dana Cadangan scjumlah Rp.0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
d. Pencrimaan Pinjaman Dacrah se jumlah Rp. 0,00
¢. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sc jumlah Rp.0,00

f. Peneritmaan Piutang Dacrah se jumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

b. Penyertaan Modal {Investasi) Pemerintah Dacrah se jumlah Rp. 11.000.000.000,00
¢. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah se jumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:



1. Lampiran

2. Lampiran
3. Lampiran

4. Lampiran

Lampiran

6. Lampiran
7. Lampiran
8. lLampiran
9. Lampiran
10.Lampiran

Il Lampiran

12.Lampiran

13.Lampiran

[ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

[l Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi ;

El

M Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

IV Reckapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program dan Kcgiatan;

V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

VI Daltar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;

}

VIl Daftar Piutang Daerah ;

VIII Daltar Penyertaan Modal (Investasi) Dacrah

bl
IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Tetap Dacrah ;

3

X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

X1 Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum disclesaikan dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran ini;
X1l Daftar Dana Cadangan Daerah ;

bl

X1 Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah.
] g

Pasal 6

(1) Bupall menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

(2) Ketentuan
Bupati.

lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah diatur dengan Peraturan



Pasal 7

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPAT] SANGGAU,
TT2
PAOLUS THADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAI KABUPATEN SANGGAU,
TTD
AL, LEY SANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (11/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAY HUKUN DAN HAM,

=
YAKOBUS, Sf1, MH
Pefbina Tkdl (I / b)

NIP. 19700223 199903 1 002

dengan
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